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ABSTRAK 
Analisis Peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah 
Kabupaten Takalar 
 
Analysis the Role of Land and Building Tax on Local Revenue in Takalar 
Regency 
Asmaul Husna Yusuf Mubar 
Yohanis Rura 
Deng Siraja 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pajak bumi dan bangunan 
terhadap pendapatan daerah Kabupaten Takalar. Objek dari penelitian ini adalah 
Dinas pendapatan daerah Kabupaten Takalar. Instrumen dalam penelitian ini adalah 
melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Teknik 
pengujian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
menemukan bahwa peranan pajak bumi dan bangunan sangat berpengaruh 
terhadap pendapatan daerah Kabupaten Takalar. 
kata kunci : pajak, pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan daerah  
This study aimed to investigate the role of land and building tax on local revenue in 
Takalar regency. The object of this study is Takalar local revenue agency. 
Instrument in this study is interview the interested parties. The testing technique is 
qualitative descriptive analysis. This study found that the role of property tax had an 
effect on local revenue in Takalar regency. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Penerimaan daerah perlu terus diupayakan dengan menggali sumber-sumber 
dana yang ada sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, 
dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat. Pembangunan nasional 
merupakan suatu langkah atau tindakan untuk memperbaharui kehidupan nasional. 
Upaya perbaikan sangat diperlukan terutama di bidang pengelolaan keuangan 
daerah. Berbagai kebijakan tentang keuangan daerah diarahkan agar daerah 
memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membiayai 
penyelenggaraan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan 
diberikannya kewenangan oleh pemerintah pusat berupa kewenangan yang kuat, 
nyata, dan bertanggungjawab secara proporsional. Kabupaten/Kota terus 
meningkatkan kemampuannya dalam mengelolah keuangan daerah untuk 
mempercepat tercapainya kemandirian khususnya dalam bidang pemenuhan 
urusan rumah tangga.  
Tujuan negara yang disepakati yaitu mensejahterakan rakyat dan menciptakan 
kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Negara harus melakukan 
pembangunan di segala bidang untuk dapat mencapai tujuan. Sebagai sebuah 
negara yang berdasarkan hukum material atau sosial, Indonesia menganut prinsip 
pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dana yang cukup untuk 
pembangunan merupakan faktor yang sangat penting guna mencapai tujuan yang 
diinginkan. 
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Usaha Pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya dengan 
melakukan pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan 
yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan 
sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Salah satu 
sumber pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi 
dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang 
terkait dengan bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber 
penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung. 
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat karena obyeknya di daerah, 
maka daerah mendapat bagian yang lebih besar. Penanganan dan pengelolaan 
yang lebih intensif sangat diperlukan mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan 
Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan. Penanganan dan 
pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui 
pembayaran pajak. Penanganan dan pengelolaan pajak dapat diwujudkan dalam 
pemungutan PBB. Diharapkan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai dengan 
aturan Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan.  
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah yang relatif lebih kecil 
dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi PBB mempunyai dampak yang 
luas karena digunakan untuk pembangunan daerah. Selain itu, PBB juga 
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mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan pajak–pajak lainnya, penerimaan 
PBB dari tahun ke tahun terus meningkat dan mempunyai persentase yang lebih 
besar dibandingkan dengan persentase kenaikan pajak lain dan APBN. Kenaikan 
penerimaan tersebut tidak terlepas dari kepatuhan masyarakat dalam membayar 
pajak. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB tentu saja dapat dilatar 
belakangi oleh berbagai faktor. 
Faktor pemicu kepatuhan pajak dapat berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri 
maupun dari luar wajib pajak. Pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan 
pengetahuan akan perpajakan dari wajib pajak dapat dijadikan faktor pemicu 
kepatuhan pajak yang berasal dari WP. Selain faktor-faktor tersebut, adanya kontrol 
dari petugas desa/kelurahan selaku pihak yang menagihkan pajak dapat 
memperkuat atau memperlemah hubungan dari faktor yang berasal dari WP 
sehingga Kemampuan dan kemauan WP untuk membayar PBB tersebut, secara 
tidak langsung juga memberikan suatu kontribusi positif kepada Keuangan Daerah. 
Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang sosial dan ekonomi. 
Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan 
pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, 
seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat 
jalan untuk umum, membiayai pegawai kerajaan, dan sebagainya. Penduduk yang 
tidak melakukan penyetoran dalam bentuk natura diwajibkan melakukan pekerjaan-
pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. 
Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang-orang kaya, 
dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan 
umum tadi dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti 
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rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar 
orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan itu, yang seharusnya dilakukan 
sendiri oleh orang kaya yang memiliki status sosial tinggi. 
Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di 
dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan 
negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. 
Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan Bangunan. Bumi adalah 
permukaan atau tubuh bumi yang ada dibawahnya, termasuk perairan. Bangunan 
adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan 
atau perairan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. 
Pajak sebagai pendanaan kas negara, sekarang ini sistem dan hasil 
pemungutan pajak tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. 
Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat 
di daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar hasil penerimaan pajak ini 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penggunaan pajak yang demikian oleh 
daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar 
pajak mereka yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat dalam 
pembiayaan pembangunan. 
Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan 
pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti 
jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan 
menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk 
pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan 
masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal 
dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah semuanya dibiayai 
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dengan uang yang berasal dari pajak. Demikian, jelas bahwa peranan penerimaan 
pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda 
pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. 
Pajak juga memiliki fungsi redistribusi pendapatan. Pendapatan dari 
masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi di distribusikan 
kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Penerimaan negara dari 
pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehingga dapat membuka 
kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi 
redistribusi pendapatan. Fungsi tersebut dapat mengurangi kesenjangan ekonomi 
dan sosial yang ada dalam masyarakat. 
Cepat dan tidaknya proses pemungutan akan memengaruhi perolehan dalam 
pembayaran PBB yang sesuai dengan target dan waktu. Hal ini sering kali menjadi 
acuan untuk mengukur kinerja pengelolaan pajak oleh Kantor Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Takalar. Proses pemungutan dan hasilnya sangat berpengaruh 
pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangnya 
secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Hasil realisasi Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Takalar belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan 
karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar atau melunasi pajak 
terutangnya khususnya terjadi di sektor pedesaan. 
Penelitian ini berfokus pada peranan pajak bumi dan bangunan terhadap 
pendapatan daerah. Objek penelitian ini adalah Unit pelaksana Teknis Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan  uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
a. Bagaimanakah peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan 
daerah Kabupaten Takalar? 
b. Bagaimanakah kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 
Takalar? 
c. Bagaimanakah pelayanan terhadap wajib Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kabupaten Takalar? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai 
berikut: 
a. Untuk mengetahui peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap 
pendapatan daerah Kabupaten Takalar. 
b. Untuk mengetahui kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kabupaten Takalar. 
c. Untuk mengetahui pelayanan terhadap wajib Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kabupaten Takalar. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  
a. Kegunaan Teoretis 
Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan 
wajib pajak, pelayanan pajak dan peranan Pajak Bumi  dan Bangunan 
terhadap pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. 
b. Kegunaan Praktis 
Memberikan gambaran pengetahuan terhadap masyarakat luas mengenai 
kepatuhan wajib pajak, pelayanan pajak, dan peranan Pajak Bumi 
Bangunan terhadap pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. 
 
1. 5 Sistematika Penulisan 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 
sistematika penelitian. 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang 
membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum 
yang akan digunakan dalam penelitian serta penelitian 
terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. 
BAB III   METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini 
dilakukan. Dimulai dari rancangan penelitian, kehadiran 
peneliti, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tehnik 
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pengumpulan data, analisa data, hingga tahap-tahap 
penelitian. 
BAB IV  HASIL PENELITIAN 
Bab ini menggambarkan deskripsi data, hasil analisis, dan 
pembahasan 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pengujian, saran 
bagi peneliti selanjutnya, dan keterbatasan penelitian. 
 
 
 
 
. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Teori 
Sebelum membahas pajak daerah, terlebih dahulu diuraikan mengenai pajak 
pusat. Berbeda dengan pajak daerah, pungutan pajak pusat yang diatur dalam UU 
mempunyai peranan yang cukup dominan dalam penerimaan negara dari tahun ke 
tahun semakin meningkat. 
Penerimaan negara berasal dari rakyat melalui pemungutan pajak dan/atau dari 
hasil kekayaan alam yang berada di dalam negara itu (natural resources). Dua 
sumber itu merupakan sumber yang penting dalam memberikan penghasilan pada 
negara untuk membiayai kepentingan umum dan akhirnya juga mencakup 
kepentingan pribadi individu (Soemitro, 1986:2). Pajak pusat dimaksud adalah Pajak 
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai. 
Makna otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah 
kepada rakyat. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pajak daerah dan 
retribusi daerah juga tidak semata-mata dipandang sebagai suatu kewajiban yang 
melekat pada rakyat, tetapi juga harus dikaitkan dengan adanya pelayanan dari 
pemerintah sebagai pemungut pajak. Berkaitan dengan hal tersebut, agar pajak 
daerah dan retribusi daerah dapat dijadikan sumber penerimaan bagi pemerintah 
daerah sekaligus sebagai sumber pembiayaan pelayanan kepada rakyat dapat 
dipenuhi dengan baik, diperlukan adanya pergeseran paradigma yang melekat pada 
pajak daerah yang selama ini dianut. Pajak yang semula hanya sebagai sarana 
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budgetair, yaitu untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas 
negara, dan berfungsi sebagai sarana mengatur (regulerend), harus juga berfungsi 
sebagai suatu imbalan atau kontraprestasi atas pelayanan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah. 
Pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang 
paling utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, dan 
kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Menurut William dan 
Morse, pajak sebagai sumber pendapatan memiliki tiga karakteristik, yaitu 
pemungutan merupakan kewajiban, dipungut oleh pemerintah, dan di peruntukkan 
bagi tujuan publik (William dan Geofrey, 2000:3). 
Pada tahun 1930-an, pajak hanya dilihat sebagai alat untuk memindahkan 
kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Setelah itu pajak tidak lagi 
semata-mata dipandang sebagai alat untuk menyalurkan dana guna membiayai 
pengeluaran pemerintah, tetapi pajak juga merupakan alat untuk mengusai volume 
pengeluaran di sektor swasta. Pada Perang Dunia II kebanyakan negara 
menggunakan pajak sebagai alat untuk menekan inflasi. Hal tersebut merupakan 
bukti kuat, bahwa pajak memang tidak semata-mata mempunyai fungsi budgeter 
atau taxation for revenue only, tetapi pajak dapat digunakan untuk mengatur tingkat 
pendapatan di sektor swasta, mengadakan retribusi pendapatan tersebut dan 
mengatur Volume pengeluaran swasta. 
Pajak di Indonesia waktu zaman kolonial Belanda hampir tidak digunakan untuk 
maksud lain kecuali untuk memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke dalam kas 
negara. Contohnya contingenten yang dipungut pada masa VOC oleh bupati dari 
rakyatnya yang berupa natura seperti beras, indigo, minyak kelapa, dan kayu jati. 
Kemudian disusul dengan verplichte leverantien yang berupa penyerahan natura 
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dan bagian-bagian tertentu dari beberapa macam hasil tanaman seperti kopi, lada, 
dan cengkih yang merupakan barang yang diperdagangkan di Eropa. Beratnya 
pemungutan pajak tersebut dapat menimbulkan pemberontakan yang menyebabkan 
perang. Pajak waktu itu hanya digunakan untuk kepentingan penjajah dan sama 
sekali tidak untuk kepentingan masyarakat banyak. 
Pada masa pendudukan Jepang pegaturan pajak yang barasal dari pemerintah 
kolonial tetap diberlakukan dengan maksud untuk menghindari kekosongan, bahkan 
pajak-pajak diberatkan dan ditambah dengan pajak perang untuk mengumpulkan 
dana agar dapat menutup sebagian dari biaya peperangan dan membiayai 
pemerintahannya di Indonesia. Saat ini otonomi daerah itu sendiri pada hakikatnya 
lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut 
melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai 
kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh 
tanggungjawab.  
Pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah, memegang 
peranan penting dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada 
publik melalui tersedianya berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat 
(public goods dan service), diharapkan masyarakat taat dan sadar akan pajak. 
Berkaitan dengan hal itu, fungsi pajak daerah dan retribusi daerah pada masa 
otonomi daerah tetap berfungsi sebagai budgeter dan regulerend, tetapi kedua 
fungsi tersebut, semata-mata harus ditunjukkan untuk memberikan pelayanan guna 
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Fungsi pokok pemerintah daerah untuk 
memberikan pelayanan kepada rakyat yang utamanya dibiayai dari pajak daerah 
dan retribusi daerah akan menjadi bahasan utama dalam penelitian apabila 
menggunakan teori Welfare State dan Teori Utility sebagai pisau analisis. 
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Alasan menggunakan teori Welfare State karena berkaitan dengan asas teori 
ini yang menghendaki adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan 
kesejahteraan dalam bentuk pelayanan kepada rakyat yang telah dirumuskan oleh 
founding fathers Indonesia sejak awal berdirinya NKRI. Cita-cita tersebut 
terumuskan dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan UUD 1945 dan masih 
tetap relevan dengan berbagai perkembangan dan kebutuhan rakyat hingga saat 
ini, terutama dalam kaitannya dengan perpajakan dan otonomi daerah. Selain Teori 
Welfare State, sabagai grand theory, teori utility juga sangat tepat sebagai 
penunjang grand theory karena perwujudan kesejahteraan rakyat tersebut harus 
betul-betul diarahkan secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan 
keadaan dan kebutuhan rakyat. Berikut ini uraian mengenai teori tersebut. 
a. Teori Walfare State 
Otto mengemukakan prinsip dasar teori Walfare State, yakni bahwa 
negara/pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua 
kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun (Abercrombie, 
2000:382). Otto menyampaikan konsep kesejahteraan (sosial walfare) tersebut 
secara konkret ke dalam bentuk model program kesejahteraan masyarakat bagi 
hasil pemerintah modern (The model of modern goverment social security). 
Ditinjau  dari sudut negara, Walfare State diklasifikasikan sebagai salah satu 
tipe negara, yaitu tipe negara kemakmuran (Woblfaart Staats). Pada tipe negara 
Welfare state tersebut negara mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat. Negara 
sebagai salah satu institusi yang berkewajiban untuk menyelenggarakan 
kemakmuran rakyat dan kepentingan seluruh rakyat. Menurut Dicey Rule of law 
mengandung tiga unsur yakni equality before the law, setiap manusia mempunyai 
kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama: 
13 
 
 
 
supremation of law, kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, dan constitution 
bases on human right, konstitusi haru mencerminkan hak-hak asasi manusia. 
Pada konsep awal Walfare State, negara sebagai penjaga malam (nacht-
wachter staat), kemudian terlibat sebagai penyelenggara, pembagi jasa-jasa, 
penengah bagi berbagai kelompok yang bersengketa, dan ikut aktif dalam berbagai 
bidang kehidupan lainnya. Unsur  negara hukum sebagai penjaga malam tersebut 
tidak dapat lagi dipertahankan secara mutlak. Agar pembentuk Undang-Undang 
harus rela menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah. Tujuan 
pelimpahan wewenang adalah tugas penyelenggaraan negara tidak sekedar 
menjaga ketertiban, tetapi lebih dari itu, ketertiban harus terus diupayakan agar 
memenuhi rasa keadilan. 
Ashary (1976) menguraikan lebih lanjut tentang pergeseran konsep Negara 
Hukum ke Negara Kesejahteraan sebagai berikut. Pertama, „meluasnya arti 
kepentingan umum‟ seperti pengawasan-pengawasan atas kontrak yang curang 
untuk penimbunan harta kekayaan secara tidak adil, pengawasan terhadap 
konsentrasi ekonomi yang dapat mengganggu pasar dalam persaingan bebas. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa dalam bidang perekonomian terdapat campur tangan 
pemerintah yang lebih luas. Kedua, adanya peralihan gaya formalitas rule of law ke 
orientasi prosedural yang substantif dari kadilan. Hal ini terjadi karena dinamika dari 
negara kesejahteraan  (The Welfare State). 
Perkembangan rule of law menjadi Walfare State dapat dilihat dari serangkaian 
kelengkapan kegiatan negara inggris dalam menyelenggarakan kemakmuran bagi 
rakyatnya. Kegiatan tersebut berupa jaminan sosial, program jaminan kesehatan 
nasional, nasionalisasi perusahaan swasta yang menyangkut kepentingan umum, 
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dan kesempatan menikmati pendidikan lanjutan dan tinggi bagi ekonominya yang 
kurang mampu. 
Akibat dari pengaruh dinamika dan perubahan masyarakat, baik yang timbul 
karena perkembangan kesadaran hukum (Rechts Bewustzin) maupun demokrasi, 
warga masyarakat menjadi semakin sadar akan hak dan kewajibannya dan mereka 
semakin berusaha melindungi kepentingannya baik sesama warga masyarakat 
maupun penguasa. Atas dasar kesadaran hukum tersebut, pemerintahan 
berkembang kearah pemerintahan berdasarkan hukum (the rule of law) dan tugas 
pemerintahan berkembang ke arah fungsi perlindungan (protective fuction), dan 
demikian pula negara berkembang sebagai negara hukum (legal state). Selanjunya 
sebagai akibat dari dorongan dinamika dan kesadaran bernegara, masyarakat 
semakin mengalami hakikat demokrasi serta memahami bahwa pemerintahan 
sesungguhnya bukan pemilik negara dan juga bukan sebagai tuan bagi rakyat, 
tetapi pemerintah adalah abdi bagi rakyat (public servant). Akhirnya semakin 
jelaslah pertumbuhan dan perkembangan pemerintah itu kearah negara ke 
tatalaksanaan (administrative state). Tujuan masyarakat adalah kesejahteraan 
(welfare, welvaart), maka peranan sebagai administrative state itu senantiasa 
dipertalikan dengan cita-cita welfare stare. 
Berkaitan dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam 
penjelasan UUD 1995, Yaitu: 
“Alinea kedua menyatakan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, 
berdaulat, adil dan makmur, dan alinea keempat menyatakan. melindungi 
segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, dan untuk 
memajuhkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial” 
 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa negara yang ingin dibentuk oleh bangsa 
indonesia ialah “Negara kesejahteraan”. Hal ini diungkap pula oleh Soekarno dalam 
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sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1995 yang mewarnai perumusan UUD 1945 sebagai 
berikut. 
“Rakyat ingin sejahtera. rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, 
pakaian, menciptakan dunia baru yang didalamnya ada keadilan, dibawah 
pimpinan ratu adil. oleh karena itu jika kita memang betul mengerti, 
mengingat, mencintai rakyat indonesia, marilah kita terima prinsip sociale 
rechtvaardigheid, yaitu bukan hanya persamaan politik tetapi pun diatas 
lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya 
kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya”. 
 
Negara indonesia sebagai negara hukum atau rechstaat tidak hanya 
mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam arti welfare 
state. Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 
tersebut adalah untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan 
Pancasila dalam lapisan masyarakat adil dan makmur. 
Tidak semua orang yang bertempat tinggal di Indonesia mempunyai kewajiban 
membayar pajak, tetapi seluruh hasil yang diperoleh dari pajak tersebut digunakan 
untuk kepentingan bersama, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak memikul 
beban pajak. Disini letak pemerataan dari pajak pembangunan sebagian dibiayai 
dari hasil pajak yang dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak peduli apakah 
rakyat ikut memikul beban pajak atau tidak. Pemerataan pembangunan yang 
dibiayai pajak dapat dinikmati setiap orang sampai ke pelosok-pelosok di berbagai 
bidang. Pemerataan pembangunan dilaksanakan melalui delapan jalur yaitu: 
1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, 
pangan, dan papan. 
2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan 
kesehatan. 
3) Pemerataan pembagian pendapatan. 
4) Pemerataan kesempatan kerja. 
5) Pemerataan kesempatan berusaha. 
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6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya 
generasi muda dan kaum wanita. 
7) Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air. 
8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. 
Sifat pemerataan lainnya ialah bahwa pajak penghasilan yang menggunakan 
tarif progresif mempunyai efek meratakan pendapatan. Tarif progresif adalah tarif 
yang presentase pemungutannya semakin tinggi jika dasar pendapatan yang 
dikenakan pajak semakin tinggi. 
b. Teori Kemanfaatan (Utility) 
Pada pengelolaan pajak agar sesuai dengan makna otonomi daerah, 
pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan pada sektor pajak yang 
bersangkutan. Apabila pembayar pajak dapat merasakan manfaat atas 
pembayarannya, diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran 
secara sukarela. Pemungutan pajak daerah harus mempertimbangkan asas 
kemanfaatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Secara umum pemungutan pajak 
daerah harus dilihat dari dua sisi yakni, sisi hasil guna dan daya guna bagi 
pemerintah daerah dan masyarakat daerah bersangkutan. 
Paling tidak ada lima tolak ukur untuk menilai apakah pajak daerah yang ada 
sudah layak, salah satu di dalamnya adalah berkaitan dengan asas kemanfaatan 
(daya guna ekonomi). Kelima tolak ukur tersebut sebagai berikut. 
1) Hasil (Yield): memadai tidaknya hasil suatu pajak daerah dalam kaitannya 
dengan berbagai layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah 
tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap 
inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil 
pajak dengan biaya pungut. 
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2) Keadilan (Equality): dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan 
tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, 
artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang 
berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara 
vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih 
besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang 
tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi. Pajak haruslah adil dari tempat 
ke tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan 
sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah kedaerah lain, 
kecuali jika mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan 
masyarakat. 
3) Daya guna ekonomi (Economi Efficiency): pajak hendaknya mendorong 
(atau setidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara 
berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan 
konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau memperkecil 
„beban pajak‟. 
4) Kemampuan melaksanakan (Abibility to Implement): suatu pajak haruslah 
dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemampuan tata usaha. 
5) Kecocokan atau sumber penerimaan daerah (Suitabilityas a Local Revenue 
Source): berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus 
dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat  mungkin sama dengan 
tempat akhir beban pajak. Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara 
memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah 
jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan daerah dari segi 
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potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan 
beban yang lebih besar dari kemampaun tata usaha pajak daerah. 
Diberbagai negara, pajak daerah mendapat nilai yang rendah dibandingkan 
dengan pajak nasional karena pemerintah pusat biasanya (karena alasan-alasan 
yang masuk akal) mengambil jenis pajak terbaik sebagai pajak nasional. Namun, 
tolok ukur  ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai baik atau tidaknya pajak 
daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan. 
Berkenaan dengan pentingnya asas kemanfaatan dalam pemungutan pajak 
daerah, baik pemerintah daerah maupun bagi masyarakat setempat. “Bentham 
(1748-1889) adalah pejuang yang gigih untuk memodifikasi hukum dan merombak 
hukum Inggris yang baginya dianggap kacau”. Bentham menerapkan prinsip-prinsip 
umum pendekatan Utilitarian kedalam kawasan hukum. Namun sumbangannya 
yang paling banyak terletak dibidang kejahatan dan pemidanaan. Dalilnya adalah 
bahwa manusia akan berbuat dengan cara sedemikan rupa untuk mendapatkan 
kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya 
penderitaan. Standar penilaian etis yang dipakai disini adalah apakah suatu 
tindakan itu menghasilkan kebahagiaan. Tujuan akhir dalam Perundang-Undangan 
adalah untuk melayani kebahagiaan yang paling besar dari sebagian besar rakyat. 
Jhering (1818-1889) mengembangkan filsafat hukumnya sesudah melakukan 
studi insentif terhadap hukum Romawi. Hasil renungannya terhadap kehebatan 
hukum Romawi membuatnya sangat tidak menyukai apa yang disebut 
begriffsjurisprudenz (ilmu hukum yang menekankan konsep-konsep). Studinya 
mengenai hukum Romawi tersebut telah mengajarkan kepadanya, bahwa kebijakan 
hukum itu tidak terletak pada permainan teknik-teknik penghalusan dan 
penyempurnaan konsep-konsep itu untuk melayani tujuan-tujuan yang praktis. 
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Pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah konsep tentang tujuan. Tujuan 
adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak 
memiliki asal usul pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis. Menurut Jhering, 
hukum dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu 
yang diinginkan. Jhering mengakui bahwa hukum mengalami suatu perkembangan 
sejarah. Namun, ia menolak pendapat para teoritis Aliran Sejarah yang menyatakan 
bahwa hukum merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak 
direncanakan dan tidak disadari.  
Mill setuju dengan Bentham (1806-1873), bahwa suatu tindakan itu hendaklah 
ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan. Sebaliknya, suatu tindakan dikatakan 
salah apabila tindakan tersebut menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan 
dari kebahagiaan. Mill menyetujui bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan 
pada kegunaannya. Berdasarkan uraian diatas, teori utility yang menitik beratkan 
pada asas kemanfaatan, dapat diterapkan dalam pembahasan peranan pajak bumi 
dan bangunan terhadap Pendapatan Daerah. 
 
2.2Tinjauan Konsep 
2.2.1 Pajak 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang 
oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
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Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai 
berikut. 
a. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah 
Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 
b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 
kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 
c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara 
langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
1). Fungsi Pajak 
Fungsi pajak yang pada umumnya dikenakan kepada masyarakat mempunyai 
empat fungsi (Fidel, 2008:3), yaitu. 
a) Fungsi finansial (budgetair), Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan. 
b) Fungsi mengatur (regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Contoh: Pajak yang tinggi terhadap minuman keras guna untuk mengurangi 
konsumsi minuman keras. 
c) Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk 
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga 
inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan 
mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan 
pajak yang efektif dan efisien. 
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d) Fungsi redistribusi pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara 
akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk 
pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada 
akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 
2). Syarat Pemungutan Pajak  
Pemungutan pajak dapat menimbulkan hambatan atau perlawanan, untuk 
menghindari hal tersebut maka pemungut pajak harus memenuhi syarat 
(Mardiasmo, 2011:2), sebagai berikut. 
a) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan 
hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan 
pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya 
mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan 
kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaan adalah dengan 
memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan 
dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan 
pajak. 
b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Di 
Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1995 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 
maupun warganya. 
c) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Pemungutan pajak 
tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat. 
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d) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai dengan fungsi 
budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih 
rendah dari hasil pemungutannya. 
e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang 
sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini dipenuhi oleh undang-
undang perpajakan yang baru. 
3). Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 
2011:7), sebagai berikut. 
a) Official Assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 
yang terutang oleh Wajib Pajak. 
b) Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 
wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 
terutang. 
c) WithHolding System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 
Pajak. 
4). Pengelompokan Pajak 
Pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut. 
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a) Menurut golongannya (Mardiasmo,2008:5): 
(1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain, contohnya pajak penghasilan. 
(2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dibebankan atau 
dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. 
b) Menurut sifatnya (Mardiasmo, 2008:5): 
(1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang 
memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya pajak 
penghasilan. 
(2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal objeknya tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak 
pertambahan nilai. 
c) Menurut lembaga pemungutannya (Mardiasmo, 2008:6): 
(1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak 
penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak atas barang mewah, 
pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. 
(2) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah 
terdiri atas: 
(a) Pajak provinsi, contohnya: pajak kendaran bermotor dan pajak 
bahan bakar kendaran bermotor. 
(b) Pajak Kabupaten atau Kota, contohnya: pajak hotel, pajak 
restoran, dan lain-lain. 
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5). Hak dan kewajiban wajib pajak 
Kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011:56), 
yaitu sebagai berikut. 
a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 
b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 
c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 
d) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke 
Kantor Pelayan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. 
e) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. 
f) Jika diperiksa wajib: 
(1) memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 
Pajak, atau objek yang terutang pajak. 
(2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan. 
g) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau 
dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu 
kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu 
ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. 
Adapun hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011:56-57), yaitu 
sebagai berikut. 
(1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 
(2) Menerima tanda bukti pamasukan SPT. 
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(3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 
(4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. 
(5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran 
pajak. 
(6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam 
surat ketetapan pajak. 
 
2.2.2. Pajak Bumi dan Bangunan 
Soemarso (2007) mendefinisikan pajak bumi dan bangunan sebagai berikut: 
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak 
bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena 
itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting 
dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut juga pajak objektif. 
 
Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pusat yang merupakan 
sumber penerimaan Negara. Sebagian besar pajak diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan masyarakat daerah tempat objek pajak.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan 
Retribusi Daerah pasal 77, Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta 
perairan laut indonesia. Objek pajak bumi dan bangunan adalah sawah, ladang, 
kebun, tanah pekarangan, dan pertambangan. 
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a. Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan  
Menurut UUD 1945 pasal 33, bumi meliputi perairan dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Penduduk yang memeroleh 
manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya wajar 
menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperoleh kepada negara melalui 
pembayaran pajak. 
Pajak bumi dan bangunan adalah jenis pajak tidak langsung dan hasil 
penerimaannya digunakan untuk kepentingan masyarakat didaerah objek pajak 
yang bersangkutan. Sebagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan 
diserahkan kepada daerah. Penggunaan pajak pada daerah diharapkan akan 
merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. 
Pemenuhan kewajiban membayar pajak mencerminkan sifat kegotong-royongan 
rakyat akan pembiayaan pembangunan. 
Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara, dimana 10% dari hasil 
penerimaan merupakan bagian dari pemerintah pusat dan sisanya 90% lagi 
diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan imbangan pembagian hasil diatur 
dalam Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 1985, pasal 1 sebagai berikut. 
1) Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan pendapatan 
negara. 
2) 10% dari hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 
merupakan bagian penerimaan untuk pemerintah pusat dan sektor 
sepenuhnya ke kas negara. 
3) 90% dari hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 
merupakan bagian penerimaan untuk pemerintah daerah. Hasil 
penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 setelah dikurangi 
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dengan biaya untuk melakukan pemungutan sebesar 10% dibagi untuk 
pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah tingkat II dengan imbangan 
sebagai berikut. 
a) Pemerintah daerah tingkat I: 20% 
b) Pemerintah daerah tingkat II: 80% 
Adapun yang menjadi tujuan pajak bumi dan bangunan adalah: 
(1) Menyederhanakan peraturan perundang-undangan sehingga 
mudah dimengerti. 
(2) Memberi dasar hukum yang kuat pada pemungutan pajak 
atas harta tidak bergerak dan membersihkan pajak atas harta 
tidak bergerak di semua daerah dan menghilangkan 
kesimpangsiuran. 
(3) Memberikan kepastian hukum pada masyarakat, sehingga 
rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya. 
(4) Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat dari 
berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama. 
(5) Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat 
diperlukan unuk menegakkan otonomi daerah dan untuk 
pembangunan daerah 
b. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bagunan 
1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 
Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara 
nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, 
dan/atau memiliki, meguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 
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Suparmoko (2008:195) menyatakan rincian subjek pajak bumi dan bangunan 
sebagai berikut. 
a) Orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi 
b) Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi 
c) Orang atau badan yang mempunyai hak dan manfaat bumi 
d) Orang atau badan yang memiliki bangunan 
2) Objek Pajak Bumi  dan Bangunan  
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PBB menyatakan yang menjadi objek 
pajak adalah bumi dan bangunan. Bumi meliputi permukaan bumi serta tubuh 
bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan 
pedalaman serta laut wilayah indonesia. Bangunan meliputi konstruksi tehnik 
yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Jalan 
raya, jembatan, gedung, pabrik, dan sebagainya yang dilekatkan secara tetap 
dan utuh pada tanah dan atau perairan menjadi objek pajak bumi dan 
bangunan. Menurut Meliala (2010:66-67) bangunan meliputi: a) jalan yang 
terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan lain-lain 
yang merupakan satu kesatuan kompleks bangunan; b) jalan tol; c) kolam 
renang; d) pagar mewah; e) tempat olahraga; f) galangan kapal dermaga; g) 
tanaman mewah; h) tempat penampungan kilang minyak, air; dan gas serta i) 
fasilitas lain yang memberikan manfaat. 
Objek pajak diklasifikasikan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai 
pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Faktor-faktor 
yang perlu diperhatikan dalam menentukan klasifikasi bumi yaitu: letak, 
peruntukan, pemanfaatan, dan kondisi lingkungan dan lain-lain. 
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Sementara itu tidak semua bumi dan bangunan dikenakan pajak tetapi 
objek yang dikecualikan seperti pada pasal 3 ayat 1 perubahan undang-
undang PBB (UU No.12 Tahun 1994). Objek pajak yang tidak dikenakan pajak 
bumi dan bangunan adalah objek yang: 
a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang 
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang 
dimaksudkan untuk memperoleh kepentingan. 
b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 
sejenisnya. 
c) Merupakan hutan lindung, hutang suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak. 
d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik. 
c. Asas Pajak Bumi dan Bangunan 
1) Sederhana 
Pajak bumi dan bangunan merupakan suatu reformasi dalam bidang 
perpajakan. Beberapa jenis pemungutan atau pajak yang dikenakan 
terhadap tanah telah dicabut dan diselenggarakan menjadi Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
2) Adil 
Adil dalam pajak bumi dan bangunan dimaksudkan lebih pada objeknya. 
Dari objek terbesar hingga terkecil dikenakan pajak bumi dan bangunan 
sesuai dengan kemampuan wajib pajak. 
3) Kepastian dalam hukum 
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Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang 
merupakan pedoman bagi masyarakat, atau dengan perkataan lain 
masyarakat tidak ragu-ragu untuk melaksanakan kewajibannya. PBB diatur 
dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1985 dan didukung oleh peraturan 
pemerintah, keputusan menteri keuangan, dan keputusan dirjen pajak 
4) Gotong royong 
Asas ini lebih tercermin pada semangat ke ikut sertaan masyarakat dalam 
mendukung pelaksanaan Undang-Undang PBB. Mulai dari yang mempunyai 
kemampuan membayar terbesar hingga terkecil sama-sama gotong royong 
untuk membiayai pembangunan. 
d. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan  
Faktor-faktor yang perlu diketahui untuk menghitung besarnya PBB sebagai 
berikut. 
1) Tarif Pajak  
a) Tarif pajak adalah sebesar 0,5% 
b) Nilai jual objek pajak (NJOP) berupah tanah (Bumi dan bangunan) 
dapat dihitung dengan: 
(1) Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis. 
Perbandingan merupakan suatu pendekatan metode 
penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 
membandingkan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya 
berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. 
(2) Teori nilai perolehan baru, yaitu suatu metode penilaian untuk 
menentukan nilai jual objek pajak dengan cara menghitung 
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek 
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tersebut pada saat penilaian dilakukan dan dikurangi dengan 
biaya penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. 
(3) Teori nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan atau 
metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang di 
dasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. 
c) Nilai jual kena pajak (NJKP) yang besarnya adalah 20% X NJOP 
d) Rumus untuk menghitung PBB adalah: 
PBB = 0,5% X 20% X NJOP 
e. Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek PBB 
Setiap subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya. Undang-Undang PBB 
Nomor 12 Tahun 1985 pasal 9 ayat 1 menyatakan “dalam rangka pendataan, subjek 
pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi surat pemberitahuan 
objek pajak”. 
Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) adalah sarana atau alat untuk 
mendaftarkan subjek pajak atau objek pajak. SPOP ini dapat diperoleh dari atau 
diberikan oleh kantor pelayanan PBB, yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah 
dan/atau bangunan yang dimemiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak. 
SPOP tersebut menjadi wajib pajak yang harus diisi dengan ketentuan sebagai 
berikut. 
1) Jelas, maksudnya bahwa penulisan data yang diminta dalam SPOP harus 
sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. 
2) Benar, artinya data yang menyangkut luas tanah dan/atau bangunan, tahun 
perolehan, letak tanah atau bangunan serta peruntukan atau penggunaan 
yang dilaporkan/dituliskan dalam SPOP harus sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
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3) Lengkap, artinya bahwa semua kolom dalam SPOP, baik menyangkut 
subjek/wajib pajak maupun data tanah atau bangunan harus diisi sesuai 
dengan keadaan sebenarnya. 
4) Tepat waktu, artinya SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak harus jelas, 
benar, dan lengkap serta ditanda tangani harus dilkembalikan ke Kantor 
Pelayanan PBB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 
diterimannya SPOP oleh wajib pajak.  
 
2.2.3 Pendapatan Daerah 
Pendapatan daerah menurut ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 
pasal 1 poin 15 adalah “semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai 
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Sedangkan 
pendapatan daerah menurut pemerintah PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 pasal 
23 ayat I sebagai berikut: 
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening umum 
daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun 
anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. 
 
a. Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan asli daerah menurut undang-undang Republik Indonesia No.33 
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
adalah “pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan undang-
undang peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 
Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari: 
1) Pajak Daerah  
Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No.34 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
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dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya 
disebut pajak. 
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah. 
 
Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah Jenis-jenis pajak 
daerah: a). pajak hotel; b). pajak restoran; c). pajak hiburan; d). pajak 
reklame; dan  e). pajak penerangan jalan. 
2) Pajak bahan galian golongan c 
a) Retribusi Daerah 
Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2009 pasal 1 ayat 6 
“Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. 
Pendapatan retribusi untuk kabupaten atau kota meliputi objek 
pendapatan, misal: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi 
pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pergantian biaya 
cetak KTP, retribusi pelayanan pemakaman, dan lain-lain. 
b) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. 
c) Pendapatan asli daerah lain-lain. Pendapatan ini merupakan 
penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan lain-lain milik 
pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan 
berikut: 1). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 
2). Pendapatan bunga; 3). Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian 
daerah; 4). Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah 
terhadap mata uang asing; 5). Pendapatan denda atas 
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keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 6). Pendapatan denda 
retribusi; 7). Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain 
akibat dari penjualan dan penggantian barang atau jasa daerah 8). 
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 9). Fasilitas sosial dan 
fasilitas umum; 10). Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan 
dan pelatihan. 
b. Dana Perimbangan 
Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana penerimaan 
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang di alokasikan kepada 
daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Menurut PERMENDAGRI No.13 tahun 
2006 tentang Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan dibagi menurut jenis 
pendapatannya, yang terdiri atas: 
1) Dana bagi hasil 
Bagi hasil pajak terdiri atas: 
a) Bagi hasil pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea 
perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak 
penghasilan 21. 
b) Bagi hasil bukan pajak terdiri atas provisi sumber daya hutan 
(PSDH), pemberian hak atas tanah negara, land rent, dan 
penerimaan dari iuran eksplorasi. 
2) Dana alokasi umum (DAU) 
Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 
daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka 
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pelaksanaan desentralisasi. Eliminasi untuk perhitungan anggaran DAU 
dihitung berdasarkan UU No.25 tahun 1991 dan PP No.4104 tahun 2000 
3) Dana alokasi khusus (DAK) 
Dana alokasi khusus yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan 
pada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan 
pasal 19 ayat 1 Pp No.104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, DAK 
dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu 
membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana 
dalam APBN. 
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Gambaran mengenai pentingnya Peranan Pajak Bumi dan Bangunan diuraikan 
berikut ini. Pembangunan nasional yang ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk 
dapat tercipta dalam tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat, maka 
diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang 
diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui 
pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan 
peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi 
pembiayaan pengeluaran–pengeluaran pemerintah. Pajak yang dimaksud disini 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  
Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi 
penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. PBB merupakan 
sumber penerimaan pajak paling besar di Kabupaten Takalar dari dua aspek sektor 
wilayah yang menjadi lahan target penarikan pajak yaitu sektor pedesaan dan 
sektor perkotaan, karena secara geografis, wilayah kerja di Kabupaten Takalar 
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didominasi oleh tanah-tanah pedesaan serta rumah-rumah penduduk baik di 
pedesaan ataupun di perkotaan. 
Kedua pihak di atas sangat berperan dalam pemungutan pajak untuk 
menjalankan fungsinya perlu mengetahui dengan jelas hak-hak dan kewajiban 
masing-masing dan selanjutnya menerapkannya dalam praktek. Hak dan kewajiban 
diharapkan baik fiskus maupun wajib pajak harus berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu peran dari fiskus yaitu dalam 
hal pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan wajib pajak 
berperan penting yaitu melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan 
tepat waktu. 
Perolehan dalam pembayaran PBB yang sesuai dengan target dan waktu dapat 
dijadikan alat ukur terhadap kinerja pengelolaan pajak oleh Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dalam arti proses pemungutan dan 
hasilnya. Pemungutan yang dilakukan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Takalar tersebut baik untuk fiskus atau wajib pajak sendiri tentu akan mengalami 
berbagai hambatan tersendiri. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan berbagai 
solusi yang diharapkan agar masalah-masalah dan hambatan-hambatan tersebut 
dapat dipecahkan dan terselesaikan dengan jalan keluar yang diambil bersama-
sama. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Rancangan Penelitian  
Rencangan penelitian mencakup serangkaian keputusan tentang penelitian. 
Rencangan penelitian terdiri dari tujuan penelitian, jenis investigasi, intervensi 
peneliti, setting penelitian, unit analisis, dan horizon waktu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pajak bumi dan bangunan, 
wajib pajak, pelayanan pajak terhadap pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. 
Jenis penelitian yang dilakukan bersifat correlational, yaitu untuk mengetahui 
hubungan antara dua variabel. 
Intervensi peneliti dalam penelitian ini sedang. Sumber data yang digunakan 
yaitu data primer dengan jenis data adalah data subjek. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak 
yang berkepentingan. 
Setting yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non-contrived observer. 
Peneliti bertindak sebagai pengamat penuh. Pengamatan tersebut berbentuk 
penilaian terhadap hasil wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitian. 
Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh ini sebelumnya telah diketahui oleh 
objek penelitian melalui surat izin penelitian. 
Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individual yaitu 
pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan cross-sectional study yaitu 
penelitian yang hanya dilakukan sekali dalam satu periode. 
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3.2 Kehadiran Peneliti 
 Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Peran 
peneliti dalam penelitan ini sebagai pengamat penuh. Kehadiran peneliti diketahui 
statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan. 
 
3.3 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas pendapatan daerah Kabupaten Takalar. 
Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah tersebut masih terjadi tunggakan-
tunggakan disetiap tahunnya dan masih ada wajib pajak yang tidak membayar atau 
melunasi pajak terutangnya khususnya terjadi disektor pedesaan sehingga 
mengakibatkan hasil realisasi penerimaannya belum bisa mencapai target yang 
telah ditetapkan. 
 
3.4 Sumber Data 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 
melalui wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan 
mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-
undangan dan literatur-literatur lainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Data dijaring dari informan yang ditentukan secara snowball yaitu dilakukan 
secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancara 
atau dihubungi sebelumnya. Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah 
orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana 
Intensifikasi Pemungutan PBB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar, 
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yaitu: unit pelaksana teknis daerah PBB (Kepala UPTD PBB, bagian pendataan dan 
penilaian, bagian pelayanan dan penetapan, bagian pengolahan data dan informasi, 
bagian penerimaan dan penagihan, dan bagian keberatan dan pengurangan) dan 
wajib pajak. 
 
3.5 Tehnik Pengumpulan Data 
Prosedur pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Studi kepustakaan (Library Research) atau studi dokumen, untuk 
memperoleh data sekunder dipergunakan studi kepustakaan, yang 
dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan 
merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 
dibahas. 
b. Studi lapangan, dilakukan dengan observasi langsung di tempat yang 
dijadikan obyek penelitian, mengadakan wawancara yang ditujukan 
kepada responden yang ditentukan secara purposive sampling, yaitu 
pengambilan sampel secara tunjuk. 
 
3.6 Analisis data  
Data yang telah dikumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan 
dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek 
dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihah-pihak 
yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian 
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diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan 
yang diajukan. 
Apabila kesimpulan dirasa kurang kuat, maka perlu diadakan verifikasi kembali 
dan peneliti kembali mengumpulkan data dari lapangan. Model ini dinamakan 
interactive model of analysis. Dalam operasionalnya, peneliti membatasi 
permasalahan yang diteliti dan juga membatasi pada pertanyaan-pertanyaan yang 
perlu dijawab dalam penelitian. Dari hasil penelitian tersebut, data yang sudah 
diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian data 
selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan ataupun verifikasi berdasarkan 
semua hal yang terdapat dalam reduksi ataupun penyajian datanya. Misalnya untuk 
mengetahui jawaban bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Takalar, maka penulis menanyakan langsung ke pokok permasalahannya. 
Kemudian dari jawaban dianalisis. Setelah data tersebut selesai di analisis 
kemudian disimpulkan. Apabila di dalam kesimpulannya dirasa kurang mantap, 
maka penelitian melakukan kegiatan pengumpulan data yang terfokus dan juga 
pendalaman data. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
4.1 Peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah 
Kabupaten Takalar 
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak negara yang dalam 
pengelolaannya perlu peningkatan dalam rangka penerimaan negara berdasarkan 
keadaan dan potensi masyarakat serta melalui usaha-usaha kegiatan pengelolaan 
yang baik dan profesional berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Adapun 
Pengelolaan yang dilakukan yaitu melalui usaha-usaha perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar bersumber dari pajak daerah, 
retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan penerimaan lain-lain. Menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas: a. Pajak Daerah, b. Retribusi 
Daerah, c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, d. 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
Pendapatan asli daerah menjadi salah satu komponen pemasukan bagi daerah 
yang menjadi gambaran kemampuan daerah dalam menggali potensi pemasukan 
yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya lokal yang ada di daerah. Pada 
dasarnya secara ekonomi, pendapatan asli daerah dapat dijadikan sebagai salah 
satu tolak ukur kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan pelaksanaan 
pembangunan di daerah bersangkutan. Lebih jelasnya jumlah penerimaan 
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Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar Periode 2005 sampai 2011 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang dapat dilihat pada tabel berikut 
ini. 
Tabel 4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2005-2011 
Tahun 
Realisasi 
(Rp) 
Perkembangan 
(Nominal) 
Perubahan 
(%) 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
12.087.650.400 
10.426.727.400 
12.087.650.400 
13.082. 555.400 
19.575.493.700 
34.006.916.700 
36.613.407.253 
3.651.667.550 
(1.660.923.000) 
1.660.923.000 
994.905.000 
6.492.938.300 
14.431.423.000 
2.606.490.553 
43,29 
(13,74) 
15,93 
8,23 
49,63 
73,72 
7,66 
sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tahun 2012 
 
Tabel 4.1 menunjukkan perkembangan target dan realisasi penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2005 target PAD sebesar Rp 
2.880.600.000,- sedangkan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 2.366.730.099,-. 
Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD pada tahun ini hanya mencapai 76,98 
persen. Pada tahun 2006 realisasi penerimaan PAD hanya mencapai 71,66 persen 
dari target yang telah ditentukan, dimana target sebesar Rp 3.540.100.000,- dan 
realisasinya sebesar 2.537.025.644,- begitupula pada tahun 2007 realisasinya 
hanya mencapai 91,28% dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2008 
realisasi penerimaan PAD melampaui dari target sebesar 120.03 persen, dimana 
target Rp 4.645,446.314,- dan realisasi Rp 5.587.619.115,-. Pada tahun 2009 target 
penerimaan PAD sebesar 4.879.796.314,- dan realisasinya Rp 7.310.988,255,34,- 
artinya realisasi lebih dari target sebesar 149,21 persen. Secara rata-rata selama 
tahun 2005-2008 realisasi penerimaan PAD mencapai 101,32 persen. Jika dilihat 
dari perubahan realisasi penerimaan secara rata-rata mengalami peningkatan 27,16 
persen per tahun. 
Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui 
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peraturan daerah. Peraturan ini dikenakan pada semua objek pajak seperti 
orang/badan maupun benda bergerak/tidak bergerak. Adapun pajak daerah yang 
realisasi pemungutannya sebagai berikut: a. Pajak Hotel, b. Pajak Restoran, c. 
Pajak Hiburan, d. Pajak Reklame, e. Pajak Penerangan jalan, f. Pajak Pengambilan 
Bahan Galian Golongan C (mineral bukan logam dan batuan) g. Pajak Air Bawah 
Tanah, h. Pajak Sarang Burung Walet i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB). 
Jumlah penerimaan pajak selama delapan tahun, yakni tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 4.2 Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2005-2011 
Tahun Realisasi 
Perkembangan 
Nominal % 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
1.138.500.000 
1.260.236.000 
1.458.500.000 
1.666.852.000 
1.934.080.000 
2.175.048.000 
2.390.000.000 
(20.000.000) 
121.736.000 
198.264.000 
208.352.000 
267.228.000 
240.968.000 
214.952.000 
(1,73) 
10,69 
15,73 
14,29 
16,03 
12,46 
9,88 
 sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerahkabupaten takalar tahun 2012 
Tabel 4.2 menunjukkan perkembangan realisasi penerimaan selama tujuh 
tahun. Pada tahun 2005 realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Takalar 
baru mencapai Rp 1.138.500.000,- kemudian delapan tahun kemudian yaitu tahun 
2011 jumlahnya sudah mencapai Rp 2.390.000.000,- atau terjadi peningkatan 
158,80 persen.  
Tabel 4.3 Bagi Hasil Pajak Kabupaten TakalarTahun 2005-2011 
Tahun Realisasi 
Perkembangan 
Nominal % 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
37.396.575.400 
33.996.575.450 
37.396.575.400 
37.396.575.400 
37.396.575.400 
23.396.575.400 
23.085.293.360 
28.057.655.400 
(3.399.999.950) 
3.399.999.950 
- 
- 
(14.396.575.400) 
85.279.360 
300,44 
(9,09) 
10,00 
- 
- 
(38,50) 
0,37 
44 
 
 
 
Sumber : Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar 
 
Penerimaan Bagi  Hasil pajak di Kabupaten Takalar terdiri dari Penerimaan 
Pajak Bumi bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
(BPHTB), dan pajak penghasilan orang pribadi (termasuk PPH 21). Lebih jelasnya 
perkembangan bagi hasil pajak di Kabupaten Takalar dari tahun 2005 sampai 
dengan 2011, dapat dilihat pada tabel 4.3. 
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil Pajak di Kabupaten Takalar pada tahun 
2005 sampai tahun 2011 relatif berfluktuasi dari tahun 2005 total dana bagi hasil 
pajak sebesar Rp 37.396.575.400,- atau meningkat 300,44 persen dari tahun 
sebelumnya. Tahun 2010 dana bagi hasil pajak mengalami penurunan sebesar Rp 
23.396.575.400- atau 38,50 persen dari tahun sebelumnya, dan tahun 2011 
pendapatan asli daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak meningkat sebesar 
0,37 persen.  
Pemerintah Kabupaten Takalar  Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan 
Aset Daerah Kabupaten Takalar telah berupaya untuk meningkatkan pendapatan 
asli daerah, terutama pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu 
berupa penyempurnaan terhadap sejumah Perda yang telah diberlakukan 
sebelumnya. Alasan utama dilakukan penyempurnaan ini adalah perlunya secara 
terus menerus Perda-Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan 
substansinya, terutama tarif sehingga perolehan yang diterima dari pengenaan 
pajak dan retribusi dapat tetap memberikan penerimaan yang baik bagi perolehan 
hasil dapat mengikuti laju inflasi dan sesuai dengan perkembangan dan biaya-biaya 
yang harus dikeluarkan untuk penyediaan layanan. 
Belum ada inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam 
menarik jenis-jenis pajak daerah yang baru. Selama ini yang dilakukan hanya 
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menarik pajak-pajak daerah yang telah secara tegas tercantum dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku merupakan pajak daerah yang diperuntukkan 
bagi Pemerintah Daerah. Belum adanya inovasi  tersebut terkait dengan sulitnya 
mengidentifikasi objek-objek pajak daerah yang baru. Hasil temuan dilapangan 
mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar merasakan masih sangat 
sulit untuk memperoleh objek yang dapat dikenakan pajak daerah. Selain itu, hal 
yang menjadi perhatian dan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Takalar adalah 
mereka tidak ingin membebankan warga masyarakat dengan beragam pajak baru 
yang dapat mengganggu aktivitas warga masyarakat, terutama pajak daerah yang 
dapat mendistorsi kegiatan ekonomi di Kabupaten Takalar. 
 
4.1.2 Peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintah        
Daerah 
 Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah (kabupaten/kota) 
untuk mengantar dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tugas daerah otonom 
adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan melaksanakan 
pembangunan daerah. Melaksanakan otonomi daerah tersebut diperlukan 
tersedianya dana yang cukup memadai. Pendapatan yang bersumber dari daerah 
adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satu komponen utamanya 
adalah pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, pemungutan dan penerimaan 
pajak bumi dan bangunan daerah harus diintensifikasikan dan ditingkatkan agar 
pembangunan daerah dapat menjadi lebih baik. 
 Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan dan menganut 
berbagai jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Landasan 
hukum dari penetapan perpajakan daerah (pajak bumi dan bangunan) adalah 
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peraturan daerah (Perda) yang disahkan oleh badan legislatif yaitu dewan 
perwakilan rakyat daerah (DPRD). 
 Peranan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Takalar sangat besar dilihat dari 
Sistem perpajakan daerah mempunyai dampak luas terhadap: a. kemampuan dan 
kegiatan usaha wajib pajak, b. penyelenggaraan pemerintah daerah, dan c. 
perkembangan perekonomian makro tarif pajak daerah yang tidak memberatkan 
akan mendorong pelaku ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan dan 
mengembangkan kegiatan usahanya, yang selanjutnya akan diharapkan 
mempunyai pengaruh multiplier yang luas pada masa depan. Pengelolaan pajak 
daerah secara insentif, ekstensif, dan profesional akan meningkatkan pendapatan 
daerah yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah umum, 
pelayanan kemasyarakatan, dan pembangunan. Peningkatan dan pengembangan 
kegiatan ekonomi dan perdagangan didaerah tersebut dapat dilihat pengaruhnya 
dalam bertambah luasnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menurunnya 
tingkat pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 
Pemerintah daerah memiliki kebebasan yang lebih besar dalam tindakan di 
bidang keuangan, Pemda dapat mengubah tarif sumber-sumber pajak daerah. Hak 
untuk menentukan dasar pajak apa yang perlu dikenakan pajak dan apa yang dapat 
dikecualikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Pajak harus dibayar oleh 
masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum (berdasarkan pengesahan badan 
legislatif), tanpa pertimbangan apakah secara pribadi mereka mendapat manfaat 
atau tidak. 
Perpajakan daerah dapat diartikan sebagai: 
1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah 
sendiri. 
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2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penerapan tarifnya 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 
3) Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah 
4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tapi 
pemungutannya diberikan kepada Pemerintah daerah untuk dibagikan 
dengan beban pemungutan tambahan (option). 
Menurut Ibu Fatmawati selaku Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab. 
Takalar bahwa: 
“Peranan pajak terhadap pendapatan daerah sangat besar karena pajak bumi dan 
bangunan merupakan pendapatan aset daerah yang nanti hasilnya akan digunakan 
untuk prasarana pembangunan daerah misalnya jalan, drainase, atau pembangunan 
lainnya “ 
 
Tabel 4.4 Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten 
Takalar 
Tahun 
Target yang ingin 
dicapai 
Realisasi 
(Rp) 
Persen 
(%) 
Sisa/kurang 
(Rp) 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2.934.964.903 
3.081.745.111 
3.274.445.538 
3.604.362.289 
3.842.891.038 
2.825.487.133 
2.240.770.440 
2.514.270.557 
2.399.561.607 
2.817.589.524 
96,72 
72,71 
76,78 
66,57 
73,32 
(109.477.770) 
(166.274.936) 
(760.174.981) 
(1.204.800.682) 
(1.025.301.514) 
 sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar 
 
Berdasarkan tabel di atas maka disimpulkan peranan pajak bumi dan bangunan 
sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Takalar walaupun 
masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak 
bumi dan bangunan dilihat dari data tahun 2009 target PBB sebesar Rp 
2.934.964.903,- sedangkan realisasi penerimaan PBB sebesar Rp 2.825.487.133,-. 
Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PBB pada tahun ini hanya mencapai 96,27 
persen. Pada tahun 2010 realisasi penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar 
166.274.936,- dimana target yang ditentukan sebesar Rp 3.081.745.111- dan 
realisasinya sebesar 2.240.770.440,- begitu pula pada tahun 2011 realisasinya 
hanya mencapai 76,78% dari target. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan PBB 
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sebesar 66.57 persen, dimana target Rp 3.604.362.289,- dan realisasi Rp 
2.399.561.607,-. Pada tahun 2013 target penerimaan PBB sebesar 3.842.891.038,- 
dan realisasinya Rp 2.817.589.524,- artinya realisasi sebesar 73,32 persen. Secara 
rata-rata selama tahun 2009-2013 realisasi penerimaan PBB belum bisa memenuhi 
target yang telah ditentukan sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Takalar masih perlu melakukan pertemuan langsung kepada kolektor-kolektor dan 
menanyakan kendala-kendala yang terjadi pada masyarakat sehingga sering 
mengalami penunggakan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dan 
mengambil sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak membayar pajak. 
 
4.2 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Takalar 
Nurmantu (2003:148) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu 
keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan yakni: 
a. Kepatuhan Formal 
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 
kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 
undang-undang perpajakan. 
b. Kepatuhan Material 
Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 
substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni 
sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. 
Menurut Nasucha (2004:9) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari 
kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan 
kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran 
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pajak terutang, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Dapat diambil 
kesimpulan bahwa hal yang paling mendasar sebab kepatuhan pajak adalah sistem 
perpajakan yang mencakup semua tatanan yang berhubungan dengan pelaksanaan 
pajak termasuk didalamnya Undang-undang, peraturan, sistem administrasi, sanksi 
atau hukum yang belum berjalan dengan baik, pelayanan aparat pajak dan jangka 
waktu yang dimiliki wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 
Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua 
daerah yang menerapkan sistem perpajakan yang sama. Berbagai penelitian telah 
dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi 
keuangan publik (public finance), penegakan hukum (law enforcement), struktur 
organisasi (organizational structure), tenaga kerja (employees), etika (code of 
conduct), atau gabungan dari semua segi tersebut. berdasarkan segi keuangan 
publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan 
pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka 
wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila 
pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan 
akuntabel, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. 
Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil 
kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia 
(termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai 
ketentuan yang berlaku. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, 
ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur 
organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan 
profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan. 
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Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah 
memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas 
pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai 
pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma 
baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat 
(wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. 
Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan 
tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak.  
 
4.3 Pelayanan Terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 
Takalar 
Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan, karena pelayanan juga 
merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan 
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Pada 
prinsipnya pelayanan yang baik harus memuat beberapa aspek, antara lain: 
a. Keterbukaan, yaitu adanya informasi pelayanan yang berupa loket informasi 
yang ditunjang oleh brosur yang terpampang jelas, 
b. Kesederhanaan, yaitu mencakup prosedur pelayanan dan persyaratan 
pelayanan, 
c. Kepastian, yaitu menyangkut informasi waktu, biaya, dan petugas pelayanan 
yang jelas, 
d. Keadilan, yaitu memberi perhatian yang sama terhadap pelanggan tanpa 
adanya diskriminasi yang dapat dilihat dari materi atau kedekatan 
seseorang, 
e. Keamanan dan kenyamanan hasil produk pelayanan, 
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f. Perilaku petugas pelayanan menyenangkan pelanggan. 
Menurut Ibu Fatmawati selaku Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kab. 
Takalar bahwa: 
“Pihak Dinas Pendapatan Daerah akan memberikan pelayanan kepada masyarakat 
dengan mudah tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah 
ditentukan dalam pembayaran pajak“ 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Hasna selaku wajib pajak bahwa: 
“Saya merasa pelayanan wajib pajak sudah berjalan dengan baik karena kita tidak 
perlu ke kantor pajak untuk membayar pajak tapi kita hanya menunggu pihak 
kolektor datang untuk menagih dengan jumlah yang akan dibayar”. 
 
4.3.1 Peranan Lurah dan Kepala Desa dalam Membantu Pemungutan Pajak 
Bumi dan   Bangunan 
Peranan Lurah sangat penting di suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat. 
Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan 
langsung dengan masyarakat. Kelurahan merupakan ujung tombak 
penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kelurahan dituntut untuk 
menunjukkan kemampuan manajerialnya terutama dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat setempat. Lurah dituntut untuk profesional dan menguasai 
secara baik pekerjaannya melebihi rata-rata pegawai yang ada, serta memiliki 
komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya 
sebagai pemimpin. 
Peranan yang dilakukan Lurah dan Kepala Desa pada program PBB ini 
diantaranya melakukan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat. Masyarakat 
selalu diingatkan tentang betapa pentingnya pajak bumi dan bangunan. Sumber-
sumber  pembayaran pajak bumi dan bangunan digunakan untuk menunjang 
pembangunan Daerah Kabupaten Takalar yang berasal dari pajak dan distribusi 
pada umumnya. 
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Lurah dan Kepala Desa pada program pajak bumi dan bangunan ini 
memberikan kontribusi kepada pihak masyarakat sehingga partisipasi masyarakat 
cukup baik dibuktikan pada pembayaran PBB. Upaya yang dilakukan dalam 
penagihan PBB berasal dari kesadaran masyarakat itu sendiri dimana hasil yang 
didapatkan tersebut akan dijadikan sebagai aspek pembangunan di Kabupaten 
Takalar. Tugas Lurah dan Kepala Desa melakukan pendataan ulang bagi lokasi 
objek pajak terutama pihak investor yang berasal dari perusahaan swasta yang 
mengabaikan PBB, seperti lahan kosong yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak 
investor untuk membangun komplek perumahan. Pemerintah kelurahan atau desa 
bukan hanya sebagai pembina dan pengayom masyarakat tapi juga mampu 
menjadi pelayan masyarakat. Lurah harus bisa menerima atau menampung semua 
aspirasi masyarakatnya agar dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat begitu halnya dengan Kepala Desa yang selalu siap dalam 
membantu, dan mengawasi pembayaran pajak bumi dan bangunan agar berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan. 
Peranan Lurah serta Kepala Desa berusaha melakukan kegiatan pelayanan 
PBB ini secara optimal, selain itu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri 
sehingga semakin tinggi peran mereka untuk berpartisipasi. Sistem birokrasi 
pemerintah tidak terlepas dari tipe ideal birokrasi yang merupakan tipe organisasi 
hirarki dengan aturan dan dokumen tertulis dan cara-cara memaksa seperti halnya 
peran Lurah dalam melakukan himbauan dan sosialisasi dalam mendorong 
partisipasi masyarakat membayar PBB. Masyarakat berperan secara aktif pada 
program PBB, atau Dinas Pendapatan Daerah sendiri yang langsung turun 
kelapangan mengadakan kunjungan dan memberikan arahan kepada masyarakat 
setempat untuk melakukan pembayaran PBB setiap tahun karena hasil dari 
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pembayaran PBB inilah yang nantinya akan di gunakan untuk membangunan 
daerah. Dari penjelasan yang telah dilakukan pihak Dinas Pendapatan Daerah itu 
sendiri masyarakat sudah mengerti sehingga melakukan pembayaran. Akan tetapi 
pada program pembayaran PBB tersebut hanya sebagian masyarakat yang sadar 
dan ikut berpartisipasi untuk melakukan pembayaran. Pihak Kelurahan terus 
melakukan cara seperti memberikan sansi berupa tidak melayani masyarakat yang 
sering menunggak atau melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan, 
menyebarkan brosur, memasang spanduk “bayarlah pajak tepat waktu” yang 
ditempatkan di kantor Lurah, kantor Camat, dan di persimpangan jalan. Hal Itu 
dilakukan guna memberikan teguran kepada masyarakat agar sadar untuk 
melakukan pembayaran PBB.  
Sistem pemerintah Kelurahan memang telah ditentukan oleh Undang-Undang 
Perda. Agar melaksanakan tugas yang telah dilaksanakan petunjuk dan bimbingan 
rencana kerja/kegiatan kepada staf Kelurahan dan Desa. Berbagai masalah yang 
ditemukan dan dilaporkan oleh masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini 
tidak terlepas dengan adanya pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi masing-masing pegawai Kelurahan. Tugas Kelurahan adalah memberikan 
pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama dalam pembayaran PBB. 
Disinilah kepemimpinan diuji, karena harus menghadapi berbagai karakter 
masyarakat maupun bermacam jenis masalah. Persoalan yang ada semaksimal 
mungkin bisa diselesaikan pada tingkat Kelurahan dengan tetap berkoordinasi 
dengan atasan langsung maupun integrasi terkait. Penyelesaian masalah ini 
dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian dengan mengacu kepada peraturan yang 
ada.  
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Menitik beratkan pada „Pemberdayaan Masyarakat‟ Kelurahan akan menjadi 
unsur pemerintahan yang berperan paling mendasar dalam memfasilitasi 
kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan sebaliknya menjadi fasilitator program-
program pemerintahan yang menjadi jawaban atas kebutuhan-kebutuhan tersebut 
untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya. Secara hakiki, 
partisipasi masyarakat diarahkan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. 
Partisipasi diupayakan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat bertujuan 
untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup 
yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya 
masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas sumber daya 
manusia mendapat prioritas di samping sumber daya alam yang ada.   
Kendala yang dihadapi Lurah dalam Program PBB adalah puluhan warga 
Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang, tak memiliki surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagai tanda bukti untuk pelunasan 
PBB.Kepala Kelurahan Sombalebella, Arifin (2012) mengatakan: 
“Ada sekitar 60 persen tanah milik warga di lima lingkungan di Kelurahan 
Sombalabella tak tersentuh pajak PBB. Disebabkan warga tak memiliki SPPT. 
Penyebabnya, kurangnya koordinasi pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda 
Takalar dan Kecamatan setempat untuk mensosialisasilkan tentang kepemilikan 
SPPT untuk pembayaran pajak PBB kepada masyarakat. Pemerintah daerah 
(Pemda) belum pernah melakukan pengukuran tanah di daerah tersebut. Yang 
jelasnya, Ada lima lingkungan yang berada di Kelurahan Sombalabella yakni 
Lingkungan Talasompu, Lingkungan Sompu, Lingkungan Tala, Lingkungan Ballo I 
dan Lingkungan Ballo II. Arifin mengatakan dari lima lingkungan itu, dua 
lingkungan yakni Lingkungan Sompu dan Lingkungan Talasompu yang paling luas 
lahan warga yang tak punya SPPT”. (kamis 10 April 2012). 
 
4.3.2 Pelayanan Pajak melalui Web Site 
Pelayanan yang dapat digunakan oleh masyarakat adalah e-Registration, 
layanan ini memberikan kemudahan terhadap Wajib Pajak guna mendaftarkan diri 
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melalui pendaftaran NPWP 
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secara online ini, Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak, 
cukup dilakukan melalui komputer yang mempunyai jaringan internet, kemudian 
mengirimkan softcopy dokumen pendukung yang dibutuhkan ke Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) setempat dan Anda hanya perlu menunggu kartu NPWP disampaikan 
ke alamat Anda. 
Selain e-Registration, layanan yang banyak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak 
adalah layanan e-filing, yaitu layanan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan 
(SPT) Tahunan secara online. Pada saat ini layanan hanya dapat digunakan oleh 
Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai karyawan atau yang mempunyai 
penghasilan dibawah Rp 60.000.000,00 setahun. Layanan ini sangat diminati oleh 
Wajib Pajak, karena dapat melakukan pelaporan di mana saja dan kapan saja, 
bahkan pada hari libur, 24 jam sehari. Fitur online dan sifat real-time inilah yang 
menjadi daya tarik layanan e-Filing. 
Fitur terbaru yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak adalah e-Billing. 
Melalui fitur ini, membayar pajak tidak perlu antri lama di teller bank. Anda harus 
mendaftarkan diri melalui http://sse.pajak.go.id. Selanjutnya kode aktivasi akan 
dikirimkan melalui email, dan Anda dapat segera melakukan aktivasi akun. Setelah 
akun diaktifkan, lengkapi isian seluruh detil pembayaran pajak yang akan Anda 
lakukan dalam situs http://sse.pajak.go.id, guna mendapatkan Kode Billing. 
Setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disahkan menjadi pajak daerah, 
Pemerintah daerah perlu mempersiapkan diri dengan baik agar kualitas pelayanan 
kepada wajib pajak PBB tetap baik bahkan lebih baik lagi. Selama ini loket 
pelayanan pelanggan Pajak Bumi dan Bangunan dilayani KPP Pratama setempat. 
Pemerintah Daerah perlu membangun aplikasi/software sistem informasi pelayanan 
pelanggan wajib pajak  PBB untuk melayani pengaduan dan penanganan masalah 
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serta update data wajib pajak dan obyek pajak PBB. terdapat beberapa macam 
urusan pelayanan PBB, yaitu: 
a) Pendaftaran dan pemutakhiran data baru objek pajak adalah pendaftaran 
objek pajak baru dan pemutakhiran data, baik dilakukan oleh wajib pajak 
sendiri maupun dikarenakan pendataan ulang oleh petugas Pendataan. 
b) Mutasi Objek/Subjek pajak adalah pendaftaran ulang objek pajak 
dikarenakan adanya perubahan yang disebabkan oleh perubahan luas baik 
tanah maupun bangunan, perubahan spesifikasi tanah maupun bangunan 
serta adanya mutasi objek pajak. 
c) Pembetulan SPPT/SKP adalah pendaftaran permohonan pembetulan  
SPPT/SKP karena salah nama, salah alamat, salah hitung, dan salah zona 
nilai tanah. 
d) Pembatalan SPPT/SKP adalah pendaftaran permohonan pembatalan 
SPPT/SKP. 
e) Salinan SPPT/SKP adalah pendaftaran permohonan wajib pajak atas 
salinan SPPT/SKP. 
f) Keberatan penunjukan WP adalah Pendaftaran permohonan atas kesalahan 
penunjuk Wajib pajak. 
g) Keberatan atas pajak terhutang adalah pendaftaran permohonan keberatan 
atas pajak terhutang. Keberatan atas pajak terhutang terjadi karena 
kesalahan menghitung luas bumi atau/dan bangunan 
h) Pengurangan Atas Besarnya Pajak Terhutang adalah pendaftaran 
permohonan pengurangan pajak terhutang oleh wajib pajak. Permohonan 
tersebut terjadi akibat bencana alam/hama tanaman/hal-hal lain yang luar 
biasa dan berfungsi massa. 
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i) Penentuan kembali Tanggal Jatuh Tempo adalah pendaftaran permohonan 
penentuan kembali tanggal jatuh tempo. 
j) Pembatalan Tanggal Jatuh Tempo adalah pendaftaran permohonan 
pembatalan tanggal jatuh tempo. 
k) Restitusi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan pajak 
yang dikeluarkan/dibayar oleh wajib pajak. 
l) Kompensasi adalah pendaftaran permohanan pengembalian kelebihan pajak 
yang dikeluarkan/dibayar oleh wajib pajak. Kelebihan pajak tersebut tidak 
dikembalikan, tetapi ditransfer ke pembayaran pajak NOP lain. 
m) Pengurangan denda administrasi adalah pendaftaran permohonan 
pengurangan denda terjadi akibat ketidak mampuan wajib pajak. 
 
4.3.3 Kondisi Sistem Perpajakan Daerah Saat Ini dan Upaya Perbaikannya 
Upaya-upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk memperbaiki 
sistem perpajakannya atara lain: 
1) Perlunya perbaikan administrasi penerimaan pajak daerah untuk menjamin 
agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik. Perda perlu memiliki 
sistem akuntansi yang memadai sehingga dapat dipastikan uang yang 
terkumpul telah diposting ke rekening pemerintah daerah secara benar, dan 
ada keamanan yang cukup dari bahaya pencurian, hilang atau salah hitung. 
2) Pada setiap tahap sangat perlu melakukan cross-checked kepada  kolektor 
yang turun kelapangan untuk menagih pajak bumi dan bangunan. 
3) pelaporan hasil pengumpulan pajak dan retribusi daerah perlu dimonitor 
secara teratur dibandingkan dengan target dengan potensi, dan hasilnya 
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dilaporkan kepada staf senior yang memiliki kewenangan mengambil 
keputusan bila terjadi masalah. 
4) metode menghitung potensi pajak dan retribusi daerah yang efektif. 
 
4.3.4 Manfaat yang Diperoleh Setelah Membayar PBB  
Manfaat PBB yaitu semakin meningkatnya kemandirian dalam pembiayaan 
pelaksanaan pembangunan karena memberikan keuntungan atau kedudukan sosial 
ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak untuk 
memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan 
memberikan sebagian manfaat atau kenikmatan yang diperoleh kepada negara 
berupa pembayaran pajak. 
Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah 
sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal 
dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka 
memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara 
mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau 
pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari 
pajak. Demikian jelas bahwa peranan pajak bagi suatu negara menjadi sangat 
dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan 
pembangunan. 
Keuntungan yang dapat diperoleh akibat pelimpahan wewenang Pemerintah 
Pusat yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan PBB kepada Pemerintah Daerah 
mengenai pengadministrasian Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain: 
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a. Proses pendataan dan penilaian Obyek dan Subyek PBB akan lebih baik. 
Hal ini dikarenakan Kantor Kelurahan akan lebih aktif melakukan 
pendataan.  
b. Penentuan target penerimaan PBB lebih mencerminkan potensi daerah 
dan sesuai dengan target penerimaan dalam APBD yang disetujui oleh 
DPRD. Kondisi ini menyebabkan peranserta masyarakat dalam 
pembayaran PBB dapat lebih dioptimalkan sehingga lebih meminimalkan 
tunggakan yang bakal terjadi. 
c. Penetapan PBB lebih mudah dan terarah.  
d. Penentuan tarif dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) lebih fleksibel dan 
dengan mudah dapat dimutahirkan setiap waktu. Hal ini dikarenakan 
penentuan tarif dan NJKP dengan Peraturan Daerah (Perda) lebih mudah 
diganti dan diperbaharui. Disamping itu penentuan tarif dan NJKP ini dapat 
ditentukan fleksibel sesuai peruntukan zona tanah, kondisi dan potensi 
daerah. 
e. Pelayanan terhadap wajib pajak dapat lebih efektif dan efisien. Hal ini 
disebabkan dengan proses pendataan, penilaian, penetapan dan 
penentuan target penerimaan PBB yang lebih baik dan andal akan 
menjamin peningkatan pelayanan wajib pajak.  
f. Peningkatan koordinasi dan kinerja pegawai. Kondisi ini berdampak 
terhadap peningkatan etos kerja dan koordinasi. 
g. Efisiensi belanja dan anggaran negara. Adanya pelimpahan wewenang 
pengelolaan PBB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dapat 
menghemat DIK dan DIP dari anggaran negara.  
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Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Nirwan Nasrullah mengungkapkan: 
“Potensi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Takalar Tahun 
2012 mencapai Rp1,2 Miliar. Tunggakan pajak tersebut tersebar di sembilan 
Kecamatan se-Kabupaten Takalar”. 
 
 
Tabel 4.5 Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten takalar 
No Nama Kecamatan 
Target Potensi 
Tahun 2012 
Realisasi  
(Rp) 
Persen 
(%) 
Sisa 
Lebih/Kurang) 
(Rp) 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
Polombangkeng 
Utara 
Pattallassang 
Galesong Utara 
Polombangkeng 
Selatan 
Sandrobone 
Mappakasunggu 
Mangarabombang 
Galesong Selatan 
Galesong 
577.902.179 
 
604.070.623 
269.672.699 
638.124.477 
 
188.502.681 
191.701.127 
617.622.994 
228.939.359 
287.826.150 
556.087.922 
 
402.597.198 
194.706.210 
424.574.355 
 
119.714.585 
102.425.299 
250.471.861 
167.618.716 
179.221.125 
96,23 
 
66,65 
72,20 
66,53 
 
63,51 
53,43 
40,55 
73,22 
62,27 
(21.814.257) 
 
(201.473.425) 
(74.966.489) 
(213.550.122) 
 
(68.788.096) 
(89.275.828) 
(367.151.133) 
(61.320.643) 
(108.605.025) 
 Jumlah 3.604.362.289 2.339.561.607 66,57 (1.204.800.682) 
sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar 
 
Secara rinci, jumlah tunggakan PBB di sembilan kecamatan yakni, 
Polobangkeng Utara sebesar Rp 21.814.257,- Pattalassang sebesar Rp 
201.473.425,- Galesong Utara Rp 74.966.489,- Polobangkeng Selatan sebesar Rp 
213.550.122,- Sanrobone sebesar Rp 68.788.096,- Mappakasunggu sebesar Rp 
89.275.828,- Mangarabombang sebesar Rp 367.151.133,- Galesong Selatan 
sebesar Rp 61.320.643,- Galesong sebesar Rp 108.605.025,-. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, diambil 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Peranan pajak bumi dan bangunan sangat berpengaruh terhadap 
pendapatan daerah Kabupaten Takalar. Dilihat dari Sistem perpajakan 
daerah, PBB mempunyai dampak luas terhadap: a. kemampuan dan 
kegiatan usaha wajib pajak, b. penyelenggaraan pemerintah daerah, dan c. 
perkembangan tarif pajak daerah yang tidak memberatkan dapat mendorong 
pelaku ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan dan 
mengembangkan kegiatan usahanya, yang selanjutnya mempunyai 
pengaruh multiplier yang luas pada masa depan. Pengelolaan pajak daerah 
secara insentif, ekstensif, dan profesional meningkatkan pendapatan daerah 
yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah umum, 
pelayanan kemasyarakatan, dan pembangunan.  
2. Faktor pemicu kepatuhan pajak dapat berasal dari dalam diri wajib pajak 
sendiri maupun dari luar wajib pajak. Pengetahuan umum, tingkat ekonomi, 
dan pengetahuan akan perpajakan dari wajib pajak dapat dijadikan faktor-
faktor pemicu kepatuhan pajak yang berasal dari dalam Wajib Pajak. Selain 
faktor-faktor tersebut, adanya kontrol dari petugas desa/kelurahan selaku 
pihak yang menagihkan pajak dapat memperkuat atau memperlemah 
hubungan dari faktor-faktor yang berasal dari dalam WP tersebut. 
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Kemampuan dan kemauan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan tersebut, secara tidak langsung juga memberikan suatu kontribusi 
positif kepada daerah. 
3. Pelayanan pajak yang telah diberikan Pemkab Takalar terhadap wajib pajak 
yaitu peranan Kolektor-kolekor yang datang ke rumah-rumah penduduk 
untuk menagih pajak bumi dan bangunan dan menyetornya langsung ke 
Bank untuk disetor ke kas negara yang nantinya akan menjadi pendapatan 
Daerah. 
 
5.2 Saran  
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, disarankan 
beberapa saran sebagai berikut. 
1. Agar peranan pajak bumi dan bangunan berjalan lancar diharapkan kepada 
kolektor-kolektor agar segera menyetorkan hasil pemungutan pajak bumi 
dan bangunan kepada pihak bank agar masuk ke kas daerah. 
2. Kesadaran wajib pajak dalam membayaran pajak bumi dan bangunan 
masih kurang sehingga perlu diadakan penyuluhan mendalam serta 
menjelaskan sanksi yang ditempuh kepada wajib pajak yang sering 
menunggak dalam membayar pajak bumi dan bangunan untuk  semua 
desa dan menjelaskan betapa pentingnya membayar pajak bumi dan 
bangunan. 
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti proses penentuan 
target PBB oleh Pemda supaya target tersebut mempunyai kajian 
akademik dan dapat dijadikan acuan untuk memiliki kinerja. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 
Hambatan dalam penlitian ini yaitu terbatasnya informasi-informasi dari dinas 
pendapatan daerah disebabkan masih kurangnya data yang bisa diberikan untuk 
menjadi acuan peneliti. Hal tersebut menyebabkan sulit untuk menjelaskan lebih 
rinci mengenai peranan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah. 
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PETA TEORI 
No 
Penulis/Topik/ Judul 
Buku/Artikel 
Tujuan Penelitian/Penulisan 
Buku/Artikel 
Konsep/Teori/ 
Hipotesis 
Variabel penelitian dan 
teknik analisis 
Hasil penelitian/isi buku 
1 Ruswandi, 
R.R.,Analisis 
pengaruh pajak 
daerah terhadap 
pendapatan asli 
Daerah (PAD) di 
Kabupaten 
Sumedang. 
1. Mengidentifikasi 
seberapa besar potensi 
pajak daerah yang 
terdapat di Kabupaten 
Sumedang selama 
periode tahun 1994 
hingga tahun 2006. 
2. Menganalisis pengaruh 
pajak daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten 
Sumedang selama 
periode tahun 1994 
hingga tahun 2008.  
3. Mengidentifikasi 
hambatan yang dihadapi 
oleh Dinas Pendapatan 
Daerah (Dispenda) 
Kabupaten Sumedang 
dalam pelaksanaan 
pemungutan pajak 
daerah.  
 
 Variabel: 
1. Pengaruh pajak 
daerah 
2. Pendapatan asli 
daerah kabupaten 
sumedang 
1. Selama periode tahun 1994 
hingga tahun 1999, potensi 
pajak daerah di Kabupaten 
Sumedang terus mengalami 
peningkatan.  
2. Pajak daerah berpengaruh 
signifikan secara positif terhadap 
nilai PAD (Pendapatan Asli 
Daerah) di Kabupaten 
Sumedang dengan elastisitas 
sebesar 0,193, yang berarti 
bahwa jika pajak daerah 
meningkat sebesar satu persen, 
maka nilai total penerimaan PAD 
akan meningkat sebesar 0,193 
persen (cateris paribus).  
3. Masih banyak masalah yang 
dihadapi pemerintah daerah 
termasuk Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumedang  
2 Dewi.I.K.,  2012, 
Analisis biaya 
pemungutan pajak 
bumi dan bangunan 
sektor perdesaan 
dan perkotaan 
setelah diserahkan 
kedaerah 
1. Mengetahui sumber dana 
biaya pungut pajak bumi 
dan bangunan sektor 
pedesaan dan perkotaan 
setelah diserahkan ke 
pemerintah daerah. 
2. Mengetahui faktor-faktor 
yang menjadi dasar bagi 
 Variabel : 
1. Biaya pemungutan 
pajak bumi dan 
bangunan  
2. Daerah 
 
 
Teknik Analisis: 
1.  Daerah sebelum tahun 2014 
sudah mampu melaksanakan 
pengelolaan pajak bumi dan 
bangunan sektor perdesaan dan 
perkotaan tidak lagi 
mendapatkan dana bagi hasil 
pajak bumi dan bangunan.  
2. Daerah yang belum 
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pemerintah dalam 
menetapkan pemberian 
insentif pungut. 
Data kualitatif  
 
melaksanakan pengelolaan 
pajak bumi dan bangunan sektor 
perdesaan dan perkotaan 
sampai tahun 2013 masih 
memperoleh dana bagi hasi 
pajak bumi dan bangunan. 
3 Nafilah, 2013, 
intensifikasi 
pemungutan pajak 
bumi dan bangunan 
di dinas pendapatan 
daerah kota 
Makassar 
1. Adapun tujuan yang ingin 
dicapai dari penelitian ini 
adalah: Untuk 
menganalisis mengenai 
intensifikasi pemungutan 
Pajak Bumi dan 
Bangunan di Dinas 
Pendapatan Daerah Kota 
Makassar. 
 Variabel: 
1. Intensifikasi 
pemungutan pajak 
bumi dan bangunan 
2. Dinas pendapatan 
daerah 
 
Teknik Analisis: 
Analisis deskriptif   
kualitatif.  
 
1. Berdasarkan hasil penelitian Telah 
terjadi peningkatan kepatuhan 
Wajib Pajak dalam melakukan 
pembayaran, namun tingkat 
kepatuhan ini masih perlu untuk 
ditingkatkan karena peningkatan 
SPT yang masuk lebih besar 
dibanding dengan jumlah Wajib 
Pajak yang melakukan 
pembayaran. Padahal yang 
seharusnya yang terjadi SPT yang 
masuk harus seimbang dengan 
jumlah WP yang melakukan 
pembayaran.  
4 Baharuddin.R., 2013, 
analisis kesiapan 
pemerintah kota 
makassar 
menyambut 
pengelolaan pajak 
bumi dan bangunan 
perdesaan dan 
perkotaan tahun 
2013 
1. Mengetahui sudah sejauh 
mana kesiapan 
Pemerintah Kota 
Makassar dalam 
menyambut pengelolaan 
Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (PBB P2) 
sebagai pajak daerah 
yang terkait dengan 
pemenuhan syarat-syarat 
peralihan antara lain, 
kesiapan peraturan 
pengelolaan PBB P2, 
kerjasama dengan pihak 
 Variabel: 
1. Intensifikasi 
pemungutan pajak 
bumi dan bangunan 
2. Dinas pendapatan 
daerah 
 
Teknik Analisis: 
Analisis data kualitatif. 
1. Mengoptimalkan persiapan 
peralihan akan sangat membantu 
dalam pengelolaan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB P2) nantinya.  
2. Persiapan yang baik dan matang 
akan membuat pengelolaannya 
bisa berjalan dengan baik pula 
tanpa menghadapi kendala-
kendala yang begitu berarti, yang 
pada akhirnya diharapkan bisa 
menggali potensi PBB P2 ini 
sehingga akan semakin 
meningkatkan perolehan pajak 
daerah Kota Makassar dan akan 
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lain, sarana prasarana 
yang dibutuhkan dalam 
pengelolaan PBB P2, 
kesiapan organisasi dan 
Sumber Daya Manusia 
(SDM), dan proses 
sosialisasi yang 
dilakukan. 
2. Mengetahui kendala-
kendala yang masih 
dihadapi Pemerintah Kota 
Makassar dalam 
menyambut pengelolaan 
Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (PBB P2) 
sebagai pajak daerah. 
menjadi salah satu kekuatan bagi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
yang akan menopang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kota Makassar, sehingga 
pembangunan di Kota Makassar 
akan lebih cepat dari sebelumnya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Nama  : 
Jabatan  : 
Tempat  : 
Waktu : 
 
Uraian pertanyaan : 
Kelompok A 
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah peranan pajak bumi dan bangunan sudah 
berjalan sesuai dengan  prosedur yang berlaku? 
2. Seberapa besar peranan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan 
daerah? 
3. Tindakan apa yang bapak/Ibu ambil, jika pembayaran pajak bumi dan 
bangunan tiap tahun mengalamai penurunan? 
Kelompok B 
1. Apa sanksi bagi wajib pajak yang sering menunggak terhadap pembayaran 
pajak bumi dan bangunan? 
2. Bagaimana bentuk kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi 
dan bangunan? 
3. Apakah yang menyebabkan masyarakat selaku wajib pajak lalai dalam 
membayar PBB? 
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Kelompok C  
1. Apakah pelayanan yang diberikan oleh pegawai telah memberikan kepuasan 
kepada masyarakat selaku wajib pajak? 
2. bagaimana keramahan dan kesopanan petugas pajak dalam memberikan 
pelayanan? 
3. bagaimana kecepatan pelayanan yang diberikan oleh petugas? 
4. apakah wajib pajak sudah merasa nyaman dengan sarana dan prasarana 
yang tersedia? 
kelompok D 
1. Tindakan apa yang bapak/ibu lakukan jika masih ada masyarakat yang 
belum membayar SPPT dan apa solusinya? 
2. Apa dampak yang diperoleh masyarakat jika tidak memiliki SPPT? 
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PEDOMAN WAWANCARA SUMBER DARI SKRIPSI NAFILAH (DIREVISI) 
Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar 
 
Aspek Psikologis 
a. Penyuluhan 
1. Apakah telah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai peralihan 
Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintahan 
Daerah? 
2. Bagaimanakah bentuk/model penyuluhannya? 
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penyuluhan yang dilakukan? 
b. Pemeriksaan 
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan wajib 
pajak? 
5. Apakah selalu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan SPT oleh wajib 
pajak telah diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya? 
6. Apakah sering terjadi kesalahan dalam pemeriksaan? 
Aspek Yuridis 
a. Pendaftaran Wajib Pajak 
1. Bagaimana alur/prosedur pendaftaran wajib pajak? 
2. Apa indikator yang menentukan jumlah wajib pajak meningkat? 
b. Pelaporan SPT 
3. Apakah mayarakat selaku wajib pajak telah dilihat dalam pengisian dan 
pelaporan SPT? 
4. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan SPT? 
c. Penghitungan Pajak 
5. Bagaimana kemampuan wajib pajak dalam melakukan penghitungan 
pajaknya ? 
6. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh wajib pajak selama menghitung 
pajaknya sendiri ? 
d. Pembayaran Pajak 
7. Bagaimana ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar pajaknya? 
8. Bagaimana alur pembayaran PBB sebelum dan setelah peralihan? 
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9. Apakah masih ada wajib pajak yang melakukan penunggakan? 
Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan 
1. Bagaimana persiapan DISPENDA mengenai peralihan PBB? 
2. Mengapa peralihan tersebut terjadi? 
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KABUPATEN TAKALAR 
RINGKASAN PERUBAHAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2005 
 
Uraian 
Jumlah Bertambah/ Berkurang 
Perubahan Perubahan (Rp) % 
2 3 4 5 6 
PENDAPATAN DAERAH 
Pendapatan  Asli Daerah 
Hasil Pajak Daerah 
Hasil Retribusi Daerah 
Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan  
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
 
Dana perimbangan 
Bagi Hasil Pajak/bagi hasil Bukan Pajak 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
 
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
Pendapatan hiba 
Dana darurat 
Dana bagi hasil pajak dari provinsi 
Dana penyesuaian dan otonomi khusus 
Bantuan keuangan dari provinsi 
 
 
11.655.899.900 
1.408.500.000 
4.888.200.200 
2.640.000.000 
2.719.199.700 
 
345.383.575.400 
36.396.575.400 
264.008.000.000 
44.979.000.000 
 
22.729.083.200 
14.829.752.200 
3.024.331.000 
3.875.000.000 
- 
1.000.000.000 
 
12.087.650.400 
1.458.500.000 
4.710.350.700 
2.840.000.000 
3.078.799.700 
 
346.383.575.400 
37.396.575.400 
264.008.000.000 
44.979.000.000 
 
25.179.083.200 
14.829.752.200 
3.024.331.000 
6.325.000.000 
- 
1.000.000.000 
 
431.750.500 
50.000.000 
(177.849.500) 
200.000.000 
359.600.000 
 
1.000.000.000 
1.000.000.000 
- 
- 
 
2.450.000.000 
- 
- 
2.450.000.000 
- 
- 
 
3,70 
3,55 
-3,64 
7,58 
13,22 
 
0,29 
2,75 
0,00 
0,00 
 
10,78 
0,00 
0,00 
63,23 
 
0,00 
Jumlah Pendapatan 379.768.558.500 383.650.309.000 3.881.750.500 1,02 
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KABUPATEN TAKALAR 
RINGKASAN PERUBAHAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2006 
 
Uraian 
Jumlah Bertambah/ Berkurang 
Perubahan Perubahan (Rp) % 
2 3 4 5 6 
PENDAPATAN DAERAH 
Pendapatan Daerah 
Hasil Pajak Daerah 
Hasil Retribusi Daerah 
Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan  
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
 
Dana perimbangan 
Bagi Hasil Pajak/bagi hasil Bukan Pajak 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
 
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
Pendapatan hiba 
Dana darurat 
Dana bagi hasil pajak dari provinsi 
Dana penyesuaian dan otonomi khusus 
Bantuan keuangan dari provinsi 
 
 
9.789.207.400 
1.158.500.000 
5.132.137.200 
1.598.000.000 
1.900.570.200 
 
282.370.411.060 
13.400.411.060 
237.750.000.000 
28.420.000.000 
2.800.000.000 
10.932.000.000 
 
10.426.727.400 
1.158.500.000 
5.267.657.200 
2.098.000.000 
1.902.570.200 
 
304.041.575.450 
33.996.575.450 
237.750.000.000 
28.420.000.000 
3.875.000.000 
11.829.752.200 
 
637.520.000 
- 
135.520.000 
500.000.000 
2.000.000 
 
21.671.164.390 
20.596.164.390 
- 
- 
1.075.000.000 
897.752.200 
 
6,51 
0.00 
2,64 
31,29 
0,11 
 
7,67 
135,70 
0,00 
0,00 
38,39 
8,21 
Jumlah Pendapatan 379.768.558.500 383.650.309.000 3.881.750.500 1,02 
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KABUPATEN TAKALAR 
RINGKASAN PERUBAHAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2008 
 
Uraian 
Jumlah Bertambah/ Berkurang 
Perubahan Perubahan (Rp) % 
2 3 4 5 6 
PENDAPATAN DAERAH 
Pendapatan Asli Daerah 
Hasil Pajak Daerah 
Hasil Retribusi Daerah 
Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan  
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
 
Dana perimbangan 
Bagi Hasil Pajak/bagi hasil Bukan Pajak 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
 
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
Pendapatan hiba 
Dana darurat 
Dana bagi hasil pajak dari provinsi 
Dana penyesuaian dan otonomi khusus 
Bantuan keuangan dari provinsi 
 
 
11.655.899.900 
1.408.500.000 
4.888.200.200 
2.640.000.000 
2.719.199.700 
 
345.383.575.400 
36.396.575.400 
264.008.000.000 
44.979.000.000 
 
22.729.083.200 
14.829.752.200 
3.024.331.000 
3.875.000.000 
- 
1.000.000.000 
 
12.087.650.400 
1.458.500.000 
4.710.350.700 
2.840.000.000 
3.078.799.700 
 
346.383.575.400 
37.396.575.400 
264.008.000.000 
44.979.000.000 
 
25.179.083.200 
14.829.752.200 
3.024.331.000 
6.325.000.000 
- 
1.000.000.000 
 
431.750.500 
50.000.000 
(177.849.500) 
200.000.000 
359.600.000 
 
1.000.000.000 
1.000.000.000 
- 
- 
 
2.450.000.000 
- 
- 
2.450.000.000 
- 
- 
 
3,70 
3,55 
-3,64 
7,58 
13,22 
 
0,29 
2,75 
0,00 
0,00 
 
10,78 
0,00 
0,00 
63,23 
 
0,00 
Jumlah Pendapatan 379.768.558.500 383.650.309.000 3.881.750.500 1,02 
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KABUPATEN TAKALAR 
RINGKASAN PERUBAHAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2009 
 
Uraian 
Jumlah Bertambah/ Berkurang 
Perubahan Perubahan (Rp) % 
2 3 4 5 6 
PENDAPATAN DAERAH 
Pendapatan  Asli Daerah 
Hasil Pajak Daerah 
Hasil Retribusi Daerah 
Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan  
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
 
Dana perimbangan 
Bagi Hasil Pajak/bagi hasil Bukan Pajak 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
 
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
Pendapatan hiba 
Dana darurat 
Dana bagi hasil pajak dari provinsi 
Dana penyesuaian dan otonomi khusus 
Bantuan keuangan dari provinsi 
 
 
19.575.493.700 
1.628.500.000 
6.026.630.000 
3.650.000.000 
8.270.363.700 
 
385.937.625.400 
37.396.575.400 
292.187.050.000 
56.354.000.000 
 
17.613.080.400 
3.000.000.000 
- 
6.593.000.000 
1.847.848.000 
6.172.596.400 
 
19.575.493.700 
1.628.500.000 
6.026.630.000 
3.650.000.000 
8.270.363.700 
 
385.937.625.400 
37.396.575.400 
292.187.050.000 
56.354.000.000 
 
21.575.683.400 
3.000.000.000 
- 
10.432.764.000 
1.970.341.000 
6.172.596.400 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
(5.216.000) 
- 
(5.216.000) 
- 
 
3.962.603.000 
- 
- 
3.839.764.000 
122.857.000 
- 
 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
 
22,50 
0.00 
0.00 
58,24 
6,65 
0.00 
 
Jumlah Pendapatan 423.126.199.500 427.083.586.500 3.975.387.000 0,94 
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KABUPATEN TAKALAR 
RINGKASAN PERUBAHAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2010 
 
Uraian 
Jumlah Bertambah/ Berkurang 
Perubahan Perubahan (Rp) % 
2 3 4 5 6 
PENDAPATAN DAERAH 
Pendapatan  Asli Daerah 
Hasil Pajak Daerah 
Hasil Retribusi Daerah 
Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan  
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
 
Dana perimbangan 
Bagi Hasil Pajak/bagi hasil Bukan Pajak 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
 
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
Pendapatan hiba 
Dana darurat 
Dana bagi hasil pajak dari provinsi 
Dana penyesuaian dan otonomi khusus 
Bantuan keuangan dari provinsi 
 
33.156.916.700 
2.092.500.000 
19.044.053.000 
3.650.000.000 
8.370.363.700 
 
370.538.884.000 
23.000.000 
304.060.848.000 
43.478.400.000 
 
21.400.179.260 
3.364.907.260 
- 
10.432.746.000 
- 
7.602.526.000 
 
 
34.006.916.700 
2.642.500.000 
19.044.053.000 
3.950.000.000 
8.370.363.700 
 
370.538.884.000 
23.000.000 
304.060.848.000 
43.478.400.000 
 
102.936.996.786 
61.436.841.392 
- 
10.527.672.994 
23.165.956.400 
7.802.526.000 
 
850.000.000 
550.000.000 
- 
300.000.000 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
81.536.817.526 
58.071.934.132 
- 
94.926.994 
23.169.956.400 
200.000.000 
 
2,56 
26,28 
0,00 
8,22 
0,00 
 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
 
381,01 
1.725,81 
0,00 
0,91 
100 
2,63 
Jumlah Pendapatan 425.095.979.960 507.842.797.486 82.386.817.526 19,38 
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KABUPATEN TAKALAR 
RINGKASAN PERUBAHAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2011 
 
Uraian 
Jumlah Bertambah/ Berkurang 
Perubahan Perubahan (Rp) % 
2 3 4 5 6 
PENDAPATAN DAERAH 
Pendapatan  Asli Daerah 
Hasil Pajak Daerah 
Hasil Retribusi Daerah 
Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan  
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
 
Dana perimbangan 
Bagi Hasil Pajak/bagi hasil Bukan Pajak 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
 
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
Pendapatan hiba 
Dana darurat 
Dana bagi hasil pajak dari provinsi 
Dana penyesuaian dan otonomi khusus 
Bantuan keuangan dari provinsi 
 
 35.198.401.800 
2.390.000.000 
21.030.438.300 
3.650.000.000 
8.127.963.500 
 
401.457.166.360 
23.085.294.360 
334.734.927.000 
43.636.900.000 
 
63.854.218.288 
- 
- 
11.090.173.000 
44.010.810.300 
8.753.234.988 
 
36.613.407.253 
2.390.000.000 
21.030.438.300 
5.065.005.453 
8.127.963.500 
 
401.256.850.360 
23.085.294.360 
334.534.656.000 
43.636.900.000 
 
159.316.534.453 
78.290.202.000 
- 
11.085.976.715 
59.401.328.280 
10.539.027.458 
 
1.415.005.453. 
- 
- 
1.415.005.453 
- 
 
(200.316.000) 
- 
(200.316.000) 
- 
 
95.462.316.165 
78.290.202.000 
- 
(4.196.285) 
15.390.517.980 
1.785.792.470 
 
4,02 
0,00 
0,00 
38,77 
0,00 
 
(0,05) 
0,00 
(0,06) 
0,00 
 
149,50 
100,00 
0,00 
(0,40) 
34,97 
20,40 
Jumlah Pendapatan  500.509.786.448 597.186.796.006 96.677.005.618 19,32 
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